
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1   Sejarah Singkat Perusahaan

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, secara singkat disebut PT.TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan, ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari program tabungan Hari Tua (THT) dan Pembayaran Pensiun Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pendirian PT.TASPEN (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, khususnya pada saat telah memasuki usia pensiun. Usaha-usaha untuk memikirkan kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri dan keluarganya sudah mulai dipikirkan oleh Pemerintah sejak tahun 1960. Usaha ini dirintis melalui Koferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang dihadiri oleh semua Kepala Urusan Pegawai dari seluruh Departemen. Koferensi tersebut berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 26 Juli 1960 di Jakarta.

Keputusan Koferensi tersebut secara resmi dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama R.I. No. 338 /MP /1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan tentang perlunya pembentukan Jaminan Asuransi Pegawai Negeri sebagai bekal bagi Pegawai Negeri atau keluarganya yang akan mengakhiri pengabdian kepada negara. Keputusan Menteri pertama tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 yang mengatur tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri.

Tidak lama kemudian terbit Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 yang menetapkanbentuk jaminan Hari Tua Pegawai Negeri ke dalam Tabungan dan Asuransi Sosial Pegawai Negeri dengan iuran bagi Peserta/ Pegawai Negeri maupun haknya berlaku surut sejak 1 Juli 1961.

Dalam kurun waktu 1963 hingga 1982 status badan usaha PT.TASPEN (Persero) berdasarkan hukum mengalami perubahan, yaitu :

1.    Perubahan status badan usaha dari Perusahaan Negara atau PN. TASPEN (Persero) didirikan 17 April 1963 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Pada tahun 1970 dengan SK. Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep. 749/MK /IV /11 /1970, PN.TASPEN berubah menjadi PERUM TASPEN (Perusahaan Umum).

2.     Perubahan status badan hukum dari PERUM menjadi PERSERO ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1981 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero, dengan Akte Notaris Ny.Imas Fatimah SH. Nomor 3 Tahun 1982, tanggal 4 Januari 1982 didirikanlah PT.TASPEN (Persero).

2.2 Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen yang dijalankan dengan maksud agar setiap organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab tenaga kerja masing-masing bidang, memperlihatkan kewenangan dan jalur koordinasi yang harus diikuti oleh karyawan serta jalur kerja sama antar divisi di dalam Perusahaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini..
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2.3   Deskripsi Jabatan
Berikut ini uraian bidang pekerjaan pada PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung:
A.    KEPALA KANTOR CABANG UTAMA BANDUNG

Tugas Pokok :
1. Memimpin kantor cabang utama untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai garis kebijakan Direksi.

2. Merencanakan dan mengendalikan semua kegiatan kantor cabang utama dan mengkoordinasikan kegiatan kantor cabang dalam wilayah kerjanya.

Uraian Tugas :
1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam melakukan tugas operasional kantor cabang utama dan mengikat kantor cabang utama dengan pihak lain atas persetujuaan Direksi.

2. Merencanakan seluruh pelaksanaan kegiatan kantor cabang utama dan mengkoordinasikan kegiatan tersebut di wilayah kerjanya sesuai dengan program kerja dan besarnya anggaran yang ditetapkan.

3. Mengarahkan kegiatan operasional kantor cabang utama dan kantor cabang sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.

4. Mengkoordinasikan seluruh kebijakan operasional kantor cabang utama dan kantor cabang di bawah wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan perusahaan.

5. Mengendalikan seluruh kegiatan operasional kantor cabang utama.

6. Melaksanakan yang dapat mendukung untuk pelayanan demi kepuasan peserta dengan melaksanakan :

a. Tinjauan Manajemen

b. Audit Mutu Internal

c. Tindakan Koreksi Pencegahan

d. Kontrol Dokumen dan Data

e. Teknik Statistik

f. Pengendalian Catatan Mutu

7. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian dan pencatatan identifikasi masalah yang berkaitan dengan mutu.

8. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas kantor cabang utama dan kantor cabang dalam wilayah kerjanya kepada Direksi.

9. Mendelegasikan wewenang pada bidang-bidang pelayanan, personalia dan umum, keuangan dan pengawasan sistem informasi di kantor cabang utama dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kepada wakil kepala cabang utama.

10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang berada dalam wilayah kerjanya.

B.   KEPALA BIDANG PELAYANAN

Membawahi langsung  :

1. Kepala Seksi Penetapan Klim

2. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran

Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemasaran.

2. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data peserta program TASPEN.

3. Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat Klim yang diajukan.

4. Menyetujui besarnya tagihan premi peserta program TASPEN.

5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasikan dan melaporkan kepada mamajemen kantor cabang utama.

6. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bidang pelayanan.

7. Bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.

8. Bertanggungjawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan.

9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya.

C. KEPALA BIDANG PERSONALIA DAN UMUM

Membawahi langsung :

1. Kepala Seksi Personalia

2. Kepala Seksi Umum

Tugas Pokok :

Membantu Wakil Kepala Kantor Cabang Utama serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Personalia dan Umum.
Uraian Tugas : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Personalia dan Umum

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pendistribusiannya ke unit-unit kerja lingkungan kantor cabang sesuai kebutuhan.

3. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan keamanan, kearsipan, pendidikan dan pelatihan serta non kedinasan lainnya.

4. Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan administratif atas usaha kecil dan koperasi di wilayahnya.

6. Melaksanakan kualifikasi rekanan terhadap rekanan baru dan dimasukkan sebagai rekanan mampu.

7. Mengevaluasi rekanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

8. Melaksanakan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan sistem mutu yang telah disepakati.

9. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan memverifikasikan dan melaporkan kepada manajemen kantor cabang.

10. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Bidang Personalia dan Umum.

11. Bertanggungjawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna perbaikian mutu pelayanan.

12. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya.
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D. KEPALA BIDANG KEUANGAN

Membawahi langsung :

1. Kepala Seksi Keuangan

2. Kepala Seksi Administrasi Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Wakil Kepala Cabang Utama serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Keuangan.

Uraian Tugas :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi-fungsi keuangan kantor cabang.

2. Merencanakan dan mengendalikan anggaran kantor cabang.

3. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kantor cabang.

4. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan kantor cabang.

5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasikan dan melaporkan kepada manajemen kantor cabang.

6. Bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.

7. Bertanggungjawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayan yang diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna perbaikkan mutu pelayanan.

E. KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI

Membawahi langsung :  Staf  Pelaksana Komputer

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Kantor Cabang Utama serta Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan sistem informasi.

Uraian Tugas :

1. Bertanggungjawab atas pengoperasian sistem teknik informasi yang telah dikembangkan oleh kantor pusat serta mengevaluasi dan mengajukan usul atau saran penyempurnaan.

2. Mengatur penggunaan, pengoperasian serta pemeliharaan komputer dan kelengkapan.

3. Bertanggungjawab atas pelaksanaa pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya.

2.4   Aspek Kegiatan Perusahaan
  Aspek-aspek kegiatan yang terjadi di PT.TASPEN (Persero) KCU Bandung antara lain :
1. Melaksanakan dwi program TASPEN dibidang Asuransi yaitu :

A.  Asuransi Dana Pensiun

Merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Mencapai usia pensiun

2)   Meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda / duda atau anaknya sebelum berumur 25 tahun.

             PT.TASPEN (Persero) juga melakukan pembayaran pensiun kepada :

1)  Penerima pensiun pejabat negara

2)  Penerima tunjangan perintis kemerdekaan 

3)  Penerima tunjangan veteran

4)  Penerima uang tunggu

5)  Penerima pensiun anggota TNI /POLRI yang pensiun sebelum  April  1989.

B.  Tabungan Hari Tua (THT) termasuk didalamnya Asuransi Dwiguna dan asuransi Kematian.

Merupakan suatu program asuransi sosial yang terdiri dari asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun dan ditambah dengan asuransi kematian.

Asuransi Dwiguna adalah : suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warispada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi peserta dan istri atau suami serta merupakan asuransi berjangka bagi anak peserta yang belum mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun.

Asuransi kematian adalah : merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi peserta dan istri / suami, serta merupakan asuransi berjangka bagi anak peserta yang belum mencapai usia 21 tahun / 25 tahun.Asuransi kematian juga merupakan tambahan nilai manfaat tanpa adanya tambahan iuran.

Peserta program THT terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Negeri Sipil departemen  pertahanan.

2. Pejabat Negara

3. Pegawai BUMN atau BUMD 

2. Melaksanakan Investasi atau pengelolaan dana yang terkumpul baik dari iuran peserta maupun dari sumber lainnya melalui pelaksanaan kegiatan antar lain penyertaan modal pada perusahaan atau badan lain, pasar modal, pasar uang deposito dan real estate.

     Dalam program ini terdapat dua sifat, yaitu :

A. Sifat Asuransi

Sifat asuransi ini merupakan pembayaran sejumlah uang yang diberikan pada saat peserta berhenti atau meninggal dunia semasa masih aktif sebagai pegawai negeri atau sebelum pensiun.

B. Sifat Tabungan Sifat tabungan ini merupakan akumulasi potongan iuran ditambah dengan bunga menurut perhitungan asuransi dan diberikan kepada anggota yang bersangkutan pada saat berhenti dari pekerjaannya.
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